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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menguraikan teori dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam 

menjawab rumusan masalah mengenai praktik tindak pidana perdagangan satwa 

dilindungi di Indonesia dalam perspektif kejahatan terorganisasi dan upaya paksa 

paksa apa saja yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak 

pidana perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perdagangan satwa dilindungi di Indonesia telah diatur secara ketat sebagai 

sebuah tindak pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

dan diratifikasinya Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan 

Flora Liar yang Terancam Punah atau Convention on Internasional Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) oleh Pemerintah 

Indonesia. Meski telah diatur secara ketat, tindak pidana perdagangan satwa 

dilindungi di Indonesia masih saja terjadi. Pengkajian kasus-kasus tindak 

pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dengan definisi, 

karakteristik dan tipologi dalam perspektif kejahatan terorganisasi 

memperlihatkan bahwa pada praktiknya terdapat kasus-kasus tindak pidana 

perdagangan satwa dilindungi di Indonesia yang merupakan sebuah kejahatan 

terorganisasi. 

2. Penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. Oleh karenanya, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh 

Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi 

terbatas pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yakni penangkapan, 

penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan dan penyitaan surat. 

Namun, sebagai kejahatan terorganisasi, penyidikan terhadap tindak pidana 

perdagangan satwa dilindungi seharusnya dapat dilakukan seperti penyidikan 
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kejahatan terorganisasi lainnya, yakni dengan dapat dilakukannya upaya 

paksa penyadapan dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa 

dilindungi.  

5.2 Saran 

Setelah menguraikan teori, melakukan analisis dan tiba pada kesimpulan 

terkait praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia dalam 

perspektif kejahatan terorganisasi dan terkait upaya paksa oleh Penyidik Polri 

dalam penyidikan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di Indonesia 

sebagai kejahatan terorganisasi, maka penulis hendak memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya menaruh 

perhatian lebih pada isu perdagangan satwa dilindungi sebagai isu yang 

serius. Mengingat perdagangan satwa dilindungi berdampak serius pada 

kepunahan aneka ragam jenis satwa khas Indonesia. Terlebih praktik 

perdagangan satwa dilindungi di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah 

kejahatan terorganisasi. 

2. Perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tindak pidana perdagangan satwa dilindungi agar dapat mengakomodir 

perkembangan praktik tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di 

Indonesia yang telah menjadi sebuah kejahatan terorganisasi. Pembaruan 

tersebut dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau 

pembentukan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak 

pidana perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi 

sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatur 

tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika dan tindak pidana 

perdagangan orang. Pembaruan tersebut juga diharapkan dapat 

mengakomodir kewenangan penyadapan dalam penyidikan tindak pidana 

perdagangan satwa dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi.  
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